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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37/PERMEN-KP/2015 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendorong percepatan 

pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, 

perlu dana alokasi khusus guna membantu membiayai 

kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di 

daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan 

perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

59 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk 

teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan 

dan perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
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Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Bidang Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015; 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 
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10. Peraturan  Menteri  Keuangan   Nomor  53/PMK.02/2014  

tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun Anggaran 2015  

(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 344); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943); 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127); 

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1328); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan 

yang selanjutnya disebut DAK bidang Kelautan dan 

perikanan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan 

dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah 

guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan 
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urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan 

prioritas nasional. 

2. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang terkait 

dengan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan.  

3. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi 

urusan kelautan dan perikanan.  

4. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor 

kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan 

perikanan dan/atau membidangi urusan penyuluhan 

kelautan dan perikanan. 

5. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di 

provinsi. 

6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah di 

kabupaten/kota. 

7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 

9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal 

Kementerian. 

10. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I 

Kementerian. 

11. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi. 

12. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 2 

(1) Petunjuk teknis penggunaan dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, 

pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan 

evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai melalui DAK bidang kelautan dan perikanan dan 

DAK infrastruktur publik daerah (IPD) yang dialokasikan 

untuk bidang kelautan dan perikanan di daerah. 
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(2) Petunjuk teknis penggunaan ditetapkan dengan tujuan: 

a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan 

pemanfaatan, serta administrasi DAK bidang kelautan 

dan perikanan; 

b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan 

kelautan dan perikanan, yaitu:  

1) membangun kedaulatan yang mampu menopang 

kemandirian ekonomi dalam pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan. 

2) menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

bertanggungjawab, berdaya saing, dan 

berkelanjutan. 

3) meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian 

dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan 

dan perikanan. 

c. menjamin terlaksananya koordinasi antara 

Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam 

teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan; 

d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

DAK bidang kelautan dan perikanan, serta 

mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan 

kegiatan prioritas Kementerian; 

e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana 

bidang kelautan dan perikanan dalam rangka 

meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; 

dan 

f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, 

instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi penggunaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan. 
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Pasal 3 

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang kelautan 

dan perikanan merupakan kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional. 

 

Pasal 4 

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang kelautan 

dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan 

pembangunan kelautan dan perikanan. 

 

Pasal 5 

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan 

diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan 

dan pembudidaya, kawasan konservasi dan penyuluhan, 

dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan 

secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan 

perikanan. 

 

Pasal 6 

(1) Penggunaan DAK  bidang kelautan dan perikanan 

dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan 

dan perikanan. 

(2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi: 

1) laporan kinerja; 

2) usulan gubernur;  

3) luas laut; 

4) jumlah pulau-pulau kecil; 

5) luas kawasan konservasi. 

b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota: 

1) laporan kinerja; 

2) usulan bupati/walikota; 
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3) daerah tertinggal, perbatasan dan khusus; 

4) produksi perikanan; 

5) panjang garis pantai. 

(3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 

dasar penyusunan rencana kegiatan DAK bidang 

kelautan dan perikanan. 
 

Pasal 7 

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas: 

a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi; dan 

b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota. 
 

Pasal 8 

(1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan 

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana 

penggunaan. 

(2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk 

provinsi yang merupakan kebutuhannya dengan 

memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan 

perikanan untuk pemerintah provinsi. 

(3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan 

perikanan untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Kementerian. 

(4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun dengan menggunakan  format  sebagaimana 

tercantum dalam  Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

Pasal 9 

(1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana 

penggunaan. 
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(2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk 

kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan 

memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan 

perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota. 

(3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan 

perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan 

kementerian dan pemerintah daerah provinsi setempat 

melalui dinas provinsi. 

(4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana  

tercantum dalam   Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 10 

(1) Dalam hal Pemerintah provinsi melakukan perubahan 

rencana penggunaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan provinsi, maka perubahan tersebut harus 

sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Pemerintah provinsi wajib menyampaikan laporan 

perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian. 

(3) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota melakukan 

perubahan rencana penggunaan DAK bidang kelautan 

dan perikanan kabupaten/kota, maka perubahan 

tersebut harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan 

laporan perubahan rencana penggunaan DAK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 

Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi setempat. 

(5) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah 

kabupaten/kota melakukan perubahan rencana 

penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan antar 

rencana kegiatan maka wajib menyampaikan laporan 
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perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 dan 3) kepada  Sekretariat 

Jenderal Kementerian tembusan kepada Unit Kerja 

Eselon I terkait menu kegiatan dimaksud. 

(6) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah 

kabupaten/kota melakukan perubahan rencana 

penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dalam 

satu rencana kegiatan maka wajib menyampaikan 

laporan perubahan rencana penggunaan DAK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 3) kepada Unit 

Kerja Eselon I Kementerian tembusan kepada  Sekretariat 

Jenderal Kementerian terkait menu kegiatan dimaksud. 

 

Pasal 11 

DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk 

penyediaan: 

a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan 

prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan 

perikanan kewenangan pemerintah provinsi; 

b. pembangunan dan/atau pengembangan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) perbenihan kewenangan pemerintah 

provinsi; 

c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang 

laut; 

d. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan; dan 

e. sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. 

 

Pasal 12 

DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan 

untuk: 

a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan 

prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan 

perikanan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota; 
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b. pembangunan dan/atau pengembangan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) perbenihan kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota; 

c. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala 

kecil untuk nelayan; 

d. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala 

kecil untuk pembudidaya ikan; 

e. Penyediaan sarana dan prasarana penguatan daya saing 

produk kelautan dan perikanan; dan 

f. sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. 

 

Pasal 13 

(1) DAK bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk 

pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai 

rencana kegiatan. 

(2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat digunakan 

maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah 

untuk mendanai kegiatan penunjang, yang bersifat non 

fisik, seperti perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, proses 

lelang, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, 

pelaporan, dan kegiatan yang bersifat penunjang lainnya. 

 

Pasal 14 

(1) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan 

perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi menggunakan 

petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana  

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan 

perikanan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b, dalam pelaksanaannya Pemerintah 

daerah kabupaten/kota menggunakan petunjuk teknis 

penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan 

berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana  tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 15 

(1)  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan Dana 

alokasi khusus infrastruktur publik daerah untuk 

kegiatan bidang kelautan dan perikanan. 

(2) Kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana alokasi 

khusus infrastruktur publik daerah adalah 

pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan 

prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan 

perikanan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota. 

(3)    Penggunaan Dana alokasi khusus infrastruktur publik 

daerah untuk kegiatan bidang kelautan dan perikanan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan DAK bidang kelautan 

dan perikanan. 

 

Pasal 16 

(1) Hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK bidang 

kelautan dan perikanan yang telah selesai dilaksanakan 

harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja 

dan outcome kegiatan DAK bidang kelautan dan 

perikanan. 

(2) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK bidang 

kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagaimana  tercantum dalam Lampiran V dan 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 17 

(1) Kementerian melakukan pembinaan: 

a. program/kegiatan; dan 

b. pembinaan teknis.  

(2) Pembinaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. 

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan oleh unit kerja eselon I teknis terkait di 

lingkungan Kementerian. 
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Pasal 18 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan 

dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim 

Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 

sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran 

Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 

Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis 

Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. 

(2) Organisasi Pelaksana dan/atau Tim Koordinasi monitoring 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas:  

a. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan 

kewenangannya: 

b. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota serta instansi/dinas terkait 

penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan; dan 

c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi 

kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut. 

 

Pasal 19 

(1) Pemantauan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan dilakukan terhadap: 

a. aspek teknis; dan 

b. aspek keuangan. 

(2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan 

c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran 

pelaksanaan dengan perencanaan. 

(3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 
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a. realisasi penyerapan; dan 

b. realisasi pembayaran. 
 

Pasal 20 

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK bidang 

kelautan dan perikanan. 

(2) Evaluasi pemanfaatan DAK bidang kelautan dan 

perikanan meliputi: 

a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, 

proses, keluaran, dan hasil; 

b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan 

c. dampak dari pelaksanaan DAK. 
 

Pasal 21 

(1) Pelaporan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan 

perikanan meliputi: 

a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, 

permasalahan, tindaklanjut penyelesaian pelaksanaan 

kegiatan DAK; 

b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan 

c. laporan akhir. 

(2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan 

Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada 

gubernur  paling lama 5 hari kerja yang ditembuskan 

kepada Menteri KP melalui Sekretaris Jenderal. 

(3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan 

kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan 

kepada Bupati/Walikota paling lama 5 hari kerja yang 

ditembuskan kepada Dinas Provinsi dan Menteri melalui 

Sekretaris Jenderal. 

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan (3), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan 

laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal 

paling lama 14 hari kerja dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 22 

(1) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang 

akan dinilai, meliputi: 

a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan 

pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK bidang 

kelautan dan perikanan; 

b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan; 

c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan 

dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; 

d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; 

e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan 

f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan. 

(2) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang 

negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada 

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri. 

(3) Kinerja penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan 

akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan 

pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun 

anggaran berikutnya. 

(4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK bidang kelautan 

dan perikanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Desember 2015 

     

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Desember 2015 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA  

 

    ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -16- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -17- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -18- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -19- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -20- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -21- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -22- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -23- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -24- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -25- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -26- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -27- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -28- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -29- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -30- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -31- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -32- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -33- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -34- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -35- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -36- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -37- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -38- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -39- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -40- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -41- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -42- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -43- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -44- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -45- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -46- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -47- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -48- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -49- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -50- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -51- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -52- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -53- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -54- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -55- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -56- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -57- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -58- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -59- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -60- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -61- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -62- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -63- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -64- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -65- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -66- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -67- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -68- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -69- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -70- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -71- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -72- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -73- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -74- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -75- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -76- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -77- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -78- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -79- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -80- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -81- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -82- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -83- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -84- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -85- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -86- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -87- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -88- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -89- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -90- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -91- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -92- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -93- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -94- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -95- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -96- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -97- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -98- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -99- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -100- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -101- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -102- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -103- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -104- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -105- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -106- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -107- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -108- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -109- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -110- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -111- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -112- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -113- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -114- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -115- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -116- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -117- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -118- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -119- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -120- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -121- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -122- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -123- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -124- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -125- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -126- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -127- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -128- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -129- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -130- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -131- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -132- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -133- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -134- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -135- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -136- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -137- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -138- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -139- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -140- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -141- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -142- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -143- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -144- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -145- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -146- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -147- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -148- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -149- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -150- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -151- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -152- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -153- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -154- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -155- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -156- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -157- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -158- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -159- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -160- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -161- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -162- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -163- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -164- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -165- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -166- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -167- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -168- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -169- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -170- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -171- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -172- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -173- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -174- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -175- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -176- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -177- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -178- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -179- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -180- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -181- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -182- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -183- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -184- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -185- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -186- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -187- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -188- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -189- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -190- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -191- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -192- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -193- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -194- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -195- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -196- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -197- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -198- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -199- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -200- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -201- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -202- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -203- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -204- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -205- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -206- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -207- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -208- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -209- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -210- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -211- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -212- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -213- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -214- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -215- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -216- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -217- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -218- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -219- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -220- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -221- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -222- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -223- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -224- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -225- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -226- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -227- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -228- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -229- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -230- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -231- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -232- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -233- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -234- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -235- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -236- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -237- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -238- 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.1935 -239- 

 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id

